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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang 

paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang 

sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan 

yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga 

dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu 

jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan 

kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
1 

Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat 

dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin 

menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah 

rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa 

aman dan tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari 

percekcokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga 

yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak 

terjadi perceraian seumur hidupnya.
2
 

Apabila suami dan isteri sudah merasa tidak mungkin lagi 

mempertahankan pernikahannya, maka Islam membolehkan 

                                                             
1
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 

cetakan kelima puluh h.374. 
2
 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah 

Menurut Al-Qur’an dan Sunnah), (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 
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perceraian sebagai jalan akhir jika perceraian itu merupakan 

jalan terbaik bagi keduanya, namun perbuatan tersebut 

dibenci dan dimurkai Allah meskipun perbuatan tersebut 

halal. Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan putusnya 

suatu ikatan perkawinan diantaranya yaitu kematian, 

perceraian dan putusan pengadilan.
3
 

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya 

perkawinan untuk menyambung keturunan serta warisan harta 

kedua orang tua. Mempunyai anak adalah kebanggaan bagi 

keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak 

dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Beberapa pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka 

mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. 

Sedangkan, harapan untuk mempunyai anak nampaknya 

begitu besar. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada 

yang mengangkat anak. 

Banyak warga Negara Indonesia adanya tekanan sosial 

bahwa seorang perempuan harus melahirkan anak dan cara 

instant adalah dengan mengangkat anak orang lain yang 

seringkali tak terpikirkan menjadi pilihan. Bahkan justru 

zaman sekarang yang lebih popular adalah budaya adopsi 

anak sebagai „pancingan‟ supaya pasangan yang kesulitan 

memiliki momongan bisa lebih cepat punya anak kandung 

dan Negara juga memutuskan menyetujui adanya 

                                                             
3
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pengangkatan anak (adopsi) dikarenakan dengan alasan 

banyak anak terlantar yang ada di Negara Indonesia sebab 

mengadopsi bisa membantu dan menyelamatkan masa depan 

mereka dan secara hukum bahwa anak angkat dan anak 

kandung prinsipnya bisa punya kedudukan dan hak yang 

sama tanpa adanya diskriminasi. 

Walaupun demikian akan tetapi anak angkat merupakan 

merupakan hadiah dari tuhan yang menciptakan dan tak 

ternilai harganya bagi sebuah keluarga. Terdapat pasangan 

yang dikaruniai anak kandung dan tak sedikit juga keluarga 

yang dipercaya mengurusi darah daging orang lain sebagai 

buah hatinya dan pembahasan mengenai hak anak angkat 

terutama mengenai pembagian harta warisan keluarga selalu 

menjadi sorotan yang mendalam dan sejatinya pasti orang tua 

tidak akan membedakan hak anak angkat mereka atas harta 

yang dimilikinya, baik itu berbentuk uang, rumah, tanah dan 

sebagainya. 

Dan orang tua mana yang tega membiarkan anaknya kelak 

hidup tak berharta walaupun status anak angkat, namun 

begitu mereka tidak boleh menutup mata akan hukum waris 

yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan hukum kewarisan 

Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan 
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agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil 

dan baik.
4
  

Dan didalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 menjelaskan 

bahwa anak angkat adalah haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan.
5
 

Dalam penanganan kasus anak angkat tersebut Kita 

dituntut untuk lebih teliti dan cerdik dalam menentukan hak 

anak angkat dan status dalam hukum yang berkenan dalam 

permasalahan anak angkat ini dan bagaimana nishab dalam 

warisan. masalah-masalah tersebutlah yang melatarbelakangi 

penulis dalam wujud penelitian syarat akademik dengan 

judul “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta 

Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif (Studi Kasus Kecamatan Ciruas Kabupaten 

Serang)”. 

 

 

                                                             
4
 Tutik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana,2010), h. 248 
5
 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

menentukan perumusan masalah yang akan diuji dan 

dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik memperoleh anak angkat di kecamatan 

Ciruas? 

2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta 

peninggalan menurut hukum Islam dan hukum Positif di 

kecamatan Ciruas? 

 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis lebih memfokuskan 

penelitian pada bentuk studi analisis dalam pembahasan 

pembahasan kedudukan anak angkat terhadap harta 

peninggalan dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum 

Positif (Studi Kasus di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik perolehan anak angkat di 

kecamatan Ciruas. 

2. Untuk mengetahui cara penentuan status kewarisan harta 

peninggalan terhadap anak angkat menurut hukum Islam 

dan hukum Positif di kecamatan Ciruas. 
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E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut di 

atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi kepentingan akademis diharapkan hasil penelitian ini 

bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menambah khazanah penelitian dan keilmuan disektor 

Hukum Keluarga Islam. 

2. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai 

acuan pedoman dalam memahami pengangkatan anak 

angkat.  

3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini menjadi 

pembelajaran pribadi sehingga akan menambah wawasan 

pengetahuan yang akan dijadikan bekal berharga untuk 

penulis dalam memahami anak angkat dalam dasar hukum 

Islam yang marak terjadi sekarang ini. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian 

lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan 

gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis 

lakukan, peneliti tersebut berjudul : 

1. “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA CILEGON NOMOR 

189/Pdt.G//2014/PA.Clg Tentang HADHONAH”. Oleh 
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AHMAD SAYIDI (111100153) IAIN (Sekarang UIN) 

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

TAHUN 2015. 

  Skripsi ini membahas dan menganalisis pendapat Ibnu 

Rusyd hadhonah diatur tertibnya menurut konsep kedekatan 

dan kelemahlembutan, bukan hanya dengan dasar kekuatan 

perwalian, seperti pernikahan, mawali, shalat jenazah, Wala‟ 

dan warisan. Bisa aja orang yang tidak mewarisi tetapi 

berhak hadhonah seperti orang yang diberi wasiat, adik 

perempuan, ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki 

dan anak saudara perempuan. Bisa saja orang yang mewarisi 

tetapi tidak berhak hadhonah seperti suami isteri orang yang 

diasuh dan perwalian karena memerdekakan budak. 

  Ulama madzhab hanafi berpendapat bahwa mengasuh, 

merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik 

laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan 

kepada pihak perempuan, karena biasanya lebih mampu 

mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta 

membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya 

punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, 

melindungi, memberikan yang terbaik kepada anak secara 

fisik. 

2. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP 

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) OLEH ORANG 
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TUA TUNGGAL”. Oleh ELISABET LUMBANRAJA 

(050320706) UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2008. 

Skripsi ini membahas Hukum Islam tidak mengakui 

lembaga pengangkatan anak atau dilarang, larangan ini 

berdasarkan dalam Al-Qur‟an Al-Ahzab ayat 4 yang artinya : 

“Allah Tidak menetapkan anak yang menurut keteranganmu 

itu adalah anakmu, sebagai anakmu yang sungguh-sungguh”. 

Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa. 

Dalam pandangan Mustafa penetapan pengangkatan anak 

oleh pengadilan agama adalah karena adanya ketentuan anak 

angkat dalam kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan 

bidang kewarisan yang di dalamnya terdapat anak angkat 

yang dapat diberi wasiat atau wasiat wajibah. Dan bidang 

kewarisan tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama. 

Menurut definisi pengangkatan anak dalam PP 

Pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa dalam pengangkatan 

anak, kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan 

membesarkan anak tersebut beralih kepada orang tua angkat 

dan keluarganya. Hal ini berarti timbul hak-hak dan 

kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. 

3. “KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI 

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN 

KHUPERDATA”. Oleh DIAN HADININGSIH 
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(151100428) UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN 

BANTEN TAHUN 2019. 

 Skripsi ini membahas hukum waris adalah ketentuan yang 

mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan 

kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada 

seorang atau lebih. Kewarisan sebagaimana diatur oleh 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya 

merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat 

jumhur fuqaha (termasuk Syafi‟iyah didalamnya). Namun 

dalam beberapa hal terdapat pengecualian dan beberapa 

ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian 

tersebut, diantaranya mengenai anak atau orang tua angkat 

dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur fuqaha, yang 

telah dikemukakan dalam pembahasan dimuka, anak angkat 

tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak 

atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli 

waris lainnya. Dalam pasal 2009 menjelaskan “harta 

peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 

sampai 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua 

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”. 

Dari beberapa penelitian tersebut di atas maka terlihatlah 

banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yang membahas tentang ““Kedudukan Anak 
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Angkat Terhadap Harta Peninggalan dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus 

Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)”. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki 

dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga bahagia dan menciptakan rasa kasih sayang dalam 

hal tersebut diharuskan adanya pembinaan gerakan keluarga 

sakinah. Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga 

sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan 

pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang 

melanda di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang 

madani dan bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan 

dan berakhlak mulia.
6
 

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum 

pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri 

sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat 

dan anak yang diangkat timbul suatu akibat hukum 

kekeluargaan yang sama seperti yang ada orang tua dengan 

anak kandungnya sendiri.
7
  

                                                             
6
 Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga 

Sakinah, (Jakarta:Ditjen Bimas dan penyelenggaraan haji, 2003), hal. 11 
7
  Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, 

(Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal. 5 
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Dan dijelaskan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut : 

لِكُمْ قَ وْلُكُمْ بأِفَْ وَاهِكُمْ  ۚ  وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاءكَُمْ أبَْ نَاءكَُمْ  وَاللَّهُ  ۚ  ذََٰ

بِيلَ  يَ قُولُ الَْْقَّ وَهُوَ يَ هْدِي ادْعُوهُمْ لِِباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ  ﴾٤﴿السَّ

يِ  فَإِنْ لَْ  ۚ  عِنْدَ اللَّهِ   عَ عْلَوُوا َباَءَهُمْ فَإِوْوَاكُكُمْ ي  الدين

وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيِوَا أَوْطأَْتُُْ بهِِ وَلََٰكِْ  مَا  ۚ  وَمَوَاليِكُمْ 

 ﴾٥﴿وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيوًا ۚ  عَ عَوَّدَتْ قُ لُوبُكُمْ 
 “………dan dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian 

itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan 

yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan 

memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil 

di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan 

tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi 

yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan 

adalah Allah maha pengampun lagi maha menyayang.” 

(QS. Al-Ahzab [33]: 4-5).
8
 

 

Masalah warisan tidaklah semata mendapatkan 

dengan cara yang berhak melakukannya, akan tetapi berbeda 

                                                             
8
 Lembaga percetakan Al-Qur‟an Kementerian Agama RI, Al-Qur’an 

Mushaf Al-Bantani, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Banten,2012) 
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permasalahan yang terjadi bila kedunya berkonflik tanpa 

menyelesaikan masalah. Para ahli waris mempunyai hak dari 

seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan 

melalui hubungan keturunan (zunnasby), hubungan periparan 

(Asshar) maupun golongan perwalian (mawalli). Dan 

terdapat beberapa sebab yang memperbolehkan terjadinya 

saling mewarisi sebagai berikut: 

1. Nishab Hakiki (kerabat sebenarnya), sebagaimana firman 

Allah terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 75: 

 ۚ  اهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولََٰئِكَ مِنْكُمْ وَالَّذِيَ  َمَنُوا مِْ  بَ عْدُ وَهَاجَرُوا وَجَ 
إِنَّ اللَّهَ بِكُلين  ۚ  وَأوُلُو الْْرَْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلَََٰ ببَِ عْضٍ ي  كِتَابِ اللَّهِ 

﴾۵۷﴿شَيْءٍ عَلِيمٌ   

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu 
kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka 

orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-

orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya 

lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan 

kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Anfal [8]: 75). 

 

Kekerabatan yang terjadi karena adanya hubungan 

keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya 

berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah 

ke atas atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang 
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memunculkan orang ketiga yaitu saudara baik para paman 

dari ayah dan ibu dan keturunan yang sah (syar‟i).
9
  

2. Nasab Hukmi 

Hubungan memerdekakan hamba, yaitu seseorang 

dengan hamba sahaya yang telah memerdekakannya. 

Akan tetapi hamba sahaya yang dimemerdekakannya 

tidak berhak orang yang mewarisi orang yang telah 

memerdekakannya. Tetapi hubungan disini hanyalah 

hubungan yang sepihak. Dan Wala adalah hubungan 

antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan 

menjadi sedarah daging laksana hubungan nasab.
10

 

Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan 

untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara 

permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat 

Hukum Islam oleh pengadilan agama, serta merespon 

kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia 

untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai 

Hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah 

disahkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a angka 20 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa, 

                                                             
9
 Hasbi As-Shidiqi, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta:Departemen 

Agama, 1971), hal. 15. 

 
10

 Hikmatullah, Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam,(Serang: 

Fakultas Syariah UIN SMH Banten,2018), Hal. 41-42 
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pengadilan agama bertugas dan berwewenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang 

“Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.  

Beberapa aturan mengenai prosedur yang berkaitan 

dengan pengangkatan anak tersebut adalah : 

1. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak. 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 atas perubahan Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak. 

3. Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak. 

4. Surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1979 jo 

surat edaran nomor 6 tahun 1983 tentang pengangkatan 

anak. 

5. Keputusan menteri sosial RI nomor 

41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan 

perizinan pengangkatan anak. 

Selain peraturan-peraturan diatas, dasar hukum 

pengangkatan anak dalam hukum Islam yang dapat dijadikan 

rujukan hakim dalam menetapkan perkara pengangkatan 

anak adalah Kompilasi Hukum Islam atau KHI dan Fatwa 
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Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 pada bulan Jumadil 

Akhir 1405 H/ Maret 1984 tentang adopsi. 

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam 

atau KHI ayat 1 dan 2 dapat dipahami bahwa wasiat wajibah 

yang dimaksud adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi 

anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak 

diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak 

angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta 

peninggalannya.
11

 

Hak dan kedudukan anak angkat menurut yuriprudensi 

hanya terbatas terhadap harta gono gini saja. Sebagaimana 

dijelaskan hal itu, diambil dari salah satu contoh kasus 

putusan Mahkamah Agung Nomor 3832 L/Pdt.1985. 

Menurut putusan ini telah ditetapkan patokan sebagai prinsip 

sebagai berikut : 

1. Anak angkat mempunyai kedudukan dan hak porsi yang 

sama dengan janda dan anak kandung. Bila anak angkat 

bersekutu dengan janda dan anak kandung atas harta gono 

gini maka besarnya bagian anak angkat sama besarnya 

dengan bagian anak kandung dan janda. 

2. Anak angkat mewarisi semua harta gono gini bila tidak 

ada anak kandung atau janda. Apabila anak angkat berdiri 

sendiri dalam arti tidak ada janda dan tidak ada anak 
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kandung maka mewarisi seluruh hartanya. Dalam kasus 

yang seperti ini, tidak ada bedanya seolah-olah anak 

angkat menjadi atau menggantikan kedudukan dan hak 

anak kandung, dia menyingkirkan atau mendinding ahli 

waris lain.
12

 

Berdasarkan uraian diatas maka yang lebih berhak 

mendapatkan warisan adalah anak kandung dikarenakan 

terdapat hak dalam pewarisan sedangkan anak angkat tidak 

bisa mendapatkannya dikarenakan bukan hubungan sedarah 

dagingnya. Namun apabila anak angkat bersikeras untuk 

mendapatkan warisan maka jalan yang terakhir yaitu harus 

diputuskan dengan jalan putusan pengadilan agama, karena 

pengadilan agama merupakan lembaga yang diberi 

kewenangan dalam permasalahan berkaitan dengan agama 

dan salah satunya adalah tentang harta warisan yang dimana 

peralihan status dari anak angkat menuju anak kandung 

untuk pengakuan status tersebut. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode library research 

(penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai 

informasi mengenai pengangkatan anak, prosedur 

pengangkatan anak dalam perundang-undangan dan 
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pembagian warisan untuk anak angkat, dan metode field 

research (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang 

berkaitan dengan permasalahan anak angkat dalam 

menyalahi prosedur dan pembagian warisan. 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengguanakan 

metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk 

lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat 

naturalistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang 

berjalan. 

       Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

lapangan (field research).  Field research adalah 

penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif 

yang sering disebut penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting). Di mana peneliti 

mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam 

penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya 

setempat. Metode field research digunakan ketika metode 

survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, 



 
 

18 

ataupun ketika lapangan penelitian masih terbentang 

dengan demikian luasnya.
13

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan 

penelitian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. 

3. Sumber Data 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan 

beberapa sumber pengumpulan data, antara lain: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan 

secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama 

kalinya. Dalam penelitian ini data yang dimaksud 

adalah tentang bagaimana prosedur cara pengangkatan 

anak yang dilakukan di negara Indonesia. Data ini 

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Staff 

kecamatan Ciruas, pegawai operasional dinas 

pendudukan dan catatan sipil kabupaten Serang, Staff 

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciruas, 

pegawai operasional dinas sosial kabupaten Serang 

dan pelaksana sekretariatan dinas pendidikan 

Kabupaten Serang. 

b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau tidak secara 

langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, 

bukti yang telah ada, dan arsip baik yang 
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dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum. Dalam data sekunder ini data yang 

diperoleh adalah tentang alasan, prosedur dan hukum 

pengangkatan anak yang berada di daerah Kecamatan 

Ciruas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini 

adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang 

berhubungan dengan masalah ini. Metode yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah: 

a. Teknik survey (Observasi) 

Yaitu untuk mencari bahan penelitian penulis 

melakukan pengamatan dan pencatatan. Disini penulis 

mengamati fakta yang ada di lapangan yang 

berhubungan langsung tentang anak angkat dalam 

prosedur pencatatan di dinas sosial kabupaten Serang, 

dinas pendudukan dan catatan sipil kabupaten Serang 

dan pengadilan agama serang. 

b. Teknik Interview (Wawancara) 

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini 

penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara 

(Pedoman Wawancara). Selanjutnya penulis 

melakukan wawancara kepada orang-orang yang 

dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat 
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sebagai penguat argumentasi. Seperti Staff kecamatan 

Ciruas, pegawai operasional dinas pendudukan dan 

catatan sipil kabupaten Serang, Staff Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kecamatan Ciruas, pegawai operasional 

dinas sosial kabupaten Serang dan ketua Majelis 

Ulama Indonesia Kecamatan Ciruas. 

c. Studi Dokumentasi 

Penulis menyertakan cara ini ialah dilakukan 

untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, 

dokumen dalam bentuk foto atau file. 

d. Studi Pustaka 

Yaitu upaya untuk mengidentifikasi secara 

sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-

dokumen yang memuat informasi yang berkaitan 

dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan 

dilakukan. Terdiri dari dua langkah yaitu kepustakaan 

yang meliputi laporan penelitian yang telah 

diterbitkan, dan kepustakaan konseptual meliputi 

artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para 

ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-

teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang 

buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak 

diinginkan dalam bidang masalah. 
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5. Teknik Analisa Data 

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangandan 

setelah selesai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas 

dan menguraikan masalah-masalah mengenai kedudukan 

anak angkat menurut perspektif hukum Islam dan hukum 

Positif ini ke dalam 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I  Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian 

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II Kondisi Objektif Kecamatan Ciruas, 

meliputi: Gambaran Umum Kecamatan Ciruas, Letak 

Geografis Kecamatan Ciruas dan Temuan Penelitian. 
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BAB III Tinjauan Teoritis Kedudukan Anak 

Angkat, pada bab ini menjelaskan: Pengertian Anak Angkat, 

dasar hukum anak angkat, Tata cara Pengangkatan Anak, 

Syarat Pengangkatan Anak, Hak Anak Angkat dan Masalah 

yang Menyebabkan Pengangkatan Anak. 

    BAB IV Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta 

Peninggalan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif pada bab ini penulis akan menguraikan tentang: 

Praktik Memperoleh Anak Angkat di Kecamatan Ciruas, dan 

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan 

Ciruas. 

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari 

pembahasan yang meliputi: Kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 


